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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan 

Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian Pangkalan yang 

terdiri dari kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan 

Pertanggungjawaban.  Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Wali 

Nagari, Sekretaris, dan Bendahara. Teknik Pengumpulan data Menggunakan 

wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dimulai dari Reduksi data, 

Penyajian data informasi, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Pemerintah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto 

Baru Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya melaksanakan Prinsip 

prinsip Akuntabilitas dan Transaparansi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa 

sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Akuntabilitas pada tahap 

penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa telah 

sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 namun pada tahap pelaporan 

belum diterapkan sesuai dengan Permendagri karena terjadinya keterlambatan 

pada pelaporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja desa semester pertama. 

Sedangkan pada penerapan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada 

Kenagarian Pangkalan juga belum berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 

2018 karena adanya keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi 

mengenai kas masuk dan kas keluar dan tidak adanya website bagi masyarakat 

yang ingin memperoleh data serta tidak adanya informasi mengenai kegiatan yang 

sedang dilaksanakan atau sedang berlangsung. 

 

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the accountability and transparancy 

of the management of village fund allocations in the village pangkalan whitch 

consists of planning, implementation, administration, reporting and 

accountability activities. The research method used is a qualitative method with a 

descriptive approach. The resource persons in this study consisted of the village 

guardian, secretary, and treasurer. Data collection techniques used interviews 

and documentation. Data analysis techniques started from data reduction, 

presentation of information data, and drawing conclusions. The results slowed 

that the nagari government pangkalan koto baru districts pangkalan koto baru 

districts lima puluh kota have not fully implemented the principles of 

accountability and transparency in the management of village fund allocations in 

accordance with the minister of home affairs number 20 of 2018. Accountability 

at the administrative stage and accountability for managing village fund 

allocations has been in accordance with minister of home affairs number 20 of 

2018 but at the reporting stage it has not been implemented in accordance with 

the minister of home affairs because od delays in reporting budget realization and 

first semester village expenditure income. Meanwhile the implementation of 

transparency in the management of village fund allocations at the base village is 

also not guided by the minister of the home affairs number 20 of 2018 due to the 

limitations of the community in obtaining information about cash in and cash out 

aand the absence of a website for people who want to obtain data and the absence 

of information about activities carried out. Being implemented or in progress. 

 

Keywords : Accountability, Trancparency, Managing village fund allocations 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknis dan analisis 

akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga lembaga 

tinggi negara dan departemen departemen dibawahnya, Pemerintah daerah, Badan 

usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga swadaya masyarakat, 

dan yayasan sosial maupun pada proyek proyek kerja sama sektor publik serta 

swasta 

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, 

Pengukuran, Pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas 

pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan 

keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak pihak eksternal. Pihak pihak 

ekternal yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan 

daerah tersebut antara lain ; DPR, BPK, Investor, Kreditur dan donatur.  

Akuntansi desa merupakan pencatatan yang terjadi pada saat proses 

transaksi yang terjadi di desa yang meliputi nota, pencatatan, dan pelaporan 

keuangan sehingga dapat membuat informasi dalam bentuk laporan keuangan 

yang digunakan oleh pemerintah desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

desa tertentu dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih nyata dan dapat 

dipertanggung jawaban oleh pemerintah desa. 
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Dalam sistem pemerintah saat ini, Desa mempunyai peran yang sangat 

penting dalam membantu pemerintah daerah pada proses penyelenggaraan 

pemerintah termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata 

pemerintaah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di 

wilayahnya. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi kekuatan bagi pemerintah desa 

untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan urusannya sendiri. Menurut 

Undang – undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa desa 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah.  

Adapun kewajiban pemerintah dari pusat sampai kabupaten atau kota 

dengan memberikan transfer dana bagi desa sebagai salah satu bentuk transfer 

pemerintah dalam menunjang pembangunan di desa yang disebut juga dengan 

Alokasi Dana Desa (ADD).  Alokasi Dana Desa merupakan dana yang berasal 

dari dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh 

kabupaten atau kota. Penggunaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini di 

pertanggungjawabkan oleh kepala desa atau walinagari, Dana Desa juga 

digunakan untuk hal hal yang berhubungan dengan perkembangan desa. 

Menurut Waluyo dan Fanida (2013) Akuntabilitas merupakan pemberian 

informasi keuangan kepada masyarakat dan juga pengguna lainnya sehingga 

mereka dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang 

dilakukan, bukan hanya mengenai laporan keuangan namun juga harus 

memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. 



3 
 

 

 

Akuntabilitas dalam pemerintah desa juga diungkapkan oleh Sukasmanto (2011) 

melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk bertanggungjawab atas kegiatan 

yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Akuntabilitas 

diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar 

menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan umum. 

Selain Akuntabilitas, penerapan pemerintah yang baik juga membutuhkan 

faktor transparansi.Menurut Halim dan Kusufi (2014) mengatakan bahwa 

transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil 

pemerintah, prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara 

masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan 

memadai. 

Menurut indikator Akuntabilitas yang ditetapkan oleh Permendagri No.20 

Tahun 2018 Tentang Laporan Keuangan Desa Laporan pelaksanaan APBDes 

semester pertama disampaikan paling lambat akhirbulanjulitahunberjalan. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat desa, Desa melaporkan 

laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke kecamatan lebih dari bulan yang telah 

ditetapkan oleh permendagri yaitu pada akhir bulan juli. 

 Kenagarian Pangkalan Koto Baru adalah salah satu nagari yang terletak 

di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Mayoritas 

penduduk di nagari pangkalan bekerja sebagai petani. Nagari Pangkalan Koto 
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Baru merupakan salah satu negari yang menerima Alokasi Dana Desa dari 

pemerintah. Berikut ini adalah daftar besaran Alokasi Dana Nagari Pangkalan. 

Tabel 1.1 

 Besaran Alokasi Dana Nagari Pangkalan 

Tahun Besaran ADD 

2019 Rp.1.549.575.848 

2020 Rp.1.395.860.200 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan koto baru 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa Alokasi Dana Desa mengalami 

penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.395.860.200 . Data diatas berdasarkan 

pada fenomena transparansi dan dibuktikan dengan hasil wawancara di kantor 

Wali Nagari Pangkalan dimana tidak terdapatnya informasi di papan informasi 

mengenai kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dan tidak 

tersediannya website bagi masyarakat yang ingin memperoleh data serta tidak 

adanya publikasi kegiatan yang sedang dilaksanakan, Yang ada hanya surat 

keputusan dari bupati.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk membahas 

masalah ini dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Pada Nagari Pangkalan Koto Baru Kecamatan 

Pangkalan “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dipecahkan penelitian ini adalah; 
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1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kenagarian 

Pangkalan Kecamatan Pangkalan koto baru Kabupaten Lima puluh kota? 

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian 

pangkalan Kecamatan Pangkalan koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Kenagarian Pangkalan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 

Lima Puluh Kota. 

2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Kenagarian Pangkalan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 

Lima Puluh Kota. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

bagi peneliti tentang tata kelola Alokasi Dana Desa dengan baik yang 

meliputi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

2. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi 

pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas serta transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima 

Puluh Kota sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai 

pengelolaan ADD.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan Latar belakang 

masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bab ini mengemukakan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yang meliputi telaah pustaka dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yaitu Desain penelitian, 

Objek penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan 

Teknik analisis data sebagai alat yang akan digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum dari objek penelitian serta hasil 

penelitian dan pembahasan dari hasil yang telah penelitian peroleh. 
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BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi dimana bab ini berisi 

kesimpulan yang diambil dan saran untuk penelitin dimasa yang akan 

datang. 
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  BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1.     Telaah Pustaka 

2.1.1 Good Governance 

Menurut Mardiasmo (2021:31) good governance adalah suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, 

Yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, Penghindaran 

salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administrasi, Menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan kerangka hukum 

dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

Menurut Khanim (2021:3) good governance adalah proses 

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan layanan yang 

baik pemerintah kepada rakyatnya. Pemerintah yang baik dapat menjadi 

kenyataan dan berjalan sebagaimana mestinya komitmen dan keterlibatan semua 

pihak yaitu pemerintah dan rakyatnya. 

2.1.2 Prinsip Good governance 

Menurut Mardiasmo (2021:3) kunci utama memahami good governance 

adalah pemahaman terhadap prinsip- prinsip didalamnya, Prinsip good 

governance diuraikan sebagai berikut  : 

1) Partisipasi Masyarakat 
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2) Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung  melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasi mereka. 

3) Tegaknya supremasi hukum 

Kerangka hukum harus adil dan dilakukan tanpa pandang bulu, Termasuk 

didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 

4) Transparansi  

Adanya keterbukaan terhadap publik, Sehingga pihak yang berkepentingan 

dapat mengetahui kebijakan dan kinerja pemerintah. 

5) Peduli pada stakeholder 

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani 

semua pihak yang berkepentingan. 

6) Berorientasi pada konsensus 

Keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui 

konsensus. Orientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

7) Kesetaraan  

Masyarakat laki laki ataupun perempuan, Miskin atau kaya, Memiliki 

kesamaan dalam memperoleh layanan publik oleh aparatur birokrasi. 

Dalam hal ini, Aparatur birokrasi tidak boleh melakukan diskriminatif 

dalam memberikan layanan kepada pihak-pihak yang perlu dilayani. 

8) Efektifitas dan efisiensi 
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Tercapainya sasaran dan upaya mencapainya dengan usaha yang tidak 

berlebihan atau hemat. Layanan publik adalah tindakan melayani 

masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak prosedur yang berbelit. 

9) Akuntabilitas 

Pertanggungjawaban pejabat kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi 

pertanggungjawaban dan berani bertanggungjawab atas kinerja atau 

tindakan yang dilakukan. 

10) Visi strategis 

Visi kedepan yang memiliki penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah dan 

masyarakat seharusnya memiliki kesatuan pandangan sesuai visi mereka 

agar tercipta keselarasan dan integrasi pembangunan dengan 

memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial dan budaya 

masyarakat 

2.1.3 Pengertian Desa 

Menurut Undang - Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang “Desa 

disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 

Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, Hak usul usul 

dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.” 

Menurut Bastian (2015) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum 

dengan batas wilayah memberikan kewenangan pengawasan dan pengelolaan 
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kepentingan masyarakat setempat, Berdasarkan adat istiadat dan dihormati oleh 

Negara.Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat, dengan memperhatikan asal usul 

desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa bisa 

berupa penggabungan beberapa desa, dan bagian dari desa yang berdampingan. 

Pemerintah Desa dalam Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa 

menyebutkan bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah Desa di jalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut 

dengan perangkat desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam 

menjalankan tugasnya Kepala desa dibantu oleh aparat desalainnya. Selain kepala 

desa dan aparatur desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 

Lembaga yang melakukan fungsi pemerintah yang anggotannya terdiri dari RW, 

Pemangku adat, Golongan profesi, Pemuka agama atau Tokoh masyarakat 

lainnya. 

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan desa yang dimana memuat anggaran pendapatan dan juga belanja desa 

yang disingkat dengan APBDes.APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan 

desa yang dibahas dan disetujui bersama dengan Pemerintah Desa dan juga Badan 

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan sesuai dengan peraturan desa. Tujuan dari 

Permendagri tersebut yaitu untuk membantu memudahkan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa yang mana diharapkan dapat diwujudkan dengan tata 

kelola pemerintah desa yang baik agar dapat mencapai akuntabilitas dan 
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transparansi. Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh 

pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan. Sedangkan aparatur desa adalah pelaksana teknis dalam 

kegiatan pengelolaan keuangan,  Aparatur desa ditunjuk langsung oleh kepala 

desa untuk pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa harus kompeten dalam 

melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. 

Keuangan Desa juga dikelola berdasarkan praktik – praktik pemerintah 

yang baik. Asas – asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam 

Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif. 

2.1.5 Pendapatan dan Belanja Desa 

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan 

Menurut Nurmala  (2017) Pendapatan adalah semua penerimaan kas 

umum negara atau daerah mengalami peningkatan pemerataan dan menjadi hak 

pemerintah selama periode tahunan anggaran yang bersangkutan, dan tidak 

diperlukan penggantian biaya dari pemerintah. 

Pendapatan Desa meliputi semua pembayaran yang diterima melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh desa. Heru et al (2014) Pendapatan Desa merupakan hak 

pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih.Pengelompokan Pendapatan Desa terdiri dari : 

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

a. Hasil usaha desa meliputi : hasil bumdes dan tanah kasdesa. 
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b. Aset Pendapatan meliputi : dermaga kapal dan pasardesa 

c. Pemandian umum, jaringanirigasi 

d. Swadaya, partisipasi dan gotongroyong 

e. Pendapatan Aslilainnya. 

2) Transfer 

a. Bagian dari penerimaan pajak kabupaten/kota dan pajak daerah 

b. Alokasi dana desa (ADD) : bantuan keuangan APBD provinsi dan 

bantuan keuangan APBD Kabupaten/kota. 

3) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Alokasi dari APBN danAPBD 

a. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa, selain didanai oleh 

APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN danAPBD. 

b. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah 

didanai oleh APBN. 

c. Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga 

dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD)Kabupaten/Kota. 

d. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah 

didanai oleh APBD. 

e. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun 

anggaran yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

APBD Kabupaten/Kota. 

4) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

a. Penentuan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada  

desa ditentukan berdasarkan klasifikasi keputusan Bupati/walikota 
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b. Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sesuai 

dengan keputusan Bupati/walikota 

2.1.5.2 Belanja Desa 

Menurut Triastuti (2015) Belanja merupakan Pengeluaran dari rekening 

kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 

tahun anggaran yang terkait dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh pemerintah. 

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 Belanja Desa meliputi semua 

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun 

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Merujuk 

pada Pasal 74 Undang- undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa 

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang 

disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan 

pembangunan yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, Pelayanan dasar, 

Lingkungan, dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa saja tapi juga boleh 

sesuai kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah 

desa bersama seluruh masyarakat. 

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu 

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan 

desa, dan belanja pegawai. Pembagian Belanja Desa terdiri dari : 
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a. Belanja pegawai / Penghasilan tetap 

Tunjangan bagi Kepala Desa dan Aparatur  Desa serta tunjangan BPD 

yang dibayarkan setiap bulan. 

b. Belanja barang 

Belanja barang adalah belanja barang dan jasa yang penggunaannya 

kurang dari 12 bulan. Seperti : Alat tulis kantor, Pemeliharaan, Benda pos, 

Bahan/material, dan makanan dan minuman rapat. 

c. Belanja modal 

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran 

pembelian atau pengadaan barang dan bangunan yang nilainya lebih dari 

12 bulan. Seperti : Belanja modal tanah, Belanja modal pengadaan 

instalasi listri, dan belanja modal pembangunan jalan dan jembatan. 

2.1.6 Pembiayaan Desa 

1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari: 

a. SILPA (sisa lebih perhitunggan anggaran) tahun lalu 

b. Penerimaan pinjaman desa 

c. Transfer dari dana cadangan 

d. Penerimaan piutang desa 

e. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 

2. Pengeluaran pembiayaan  

a. Pembentukan dana cadangan 

b. Pembayaran pokok utang yang telah jatuh tempo 

c. Penyertaan modal/investasi 
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d. Pemberian pinjaman 

2.1.7 Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang harus 

dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah 

kabupaten.Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggung jawaban 

kegiatan fisik dan juga kegiatan operasional. Pada saat ada pengeluaran langsung 

dibuat laporan dengan adanya bukti pendukung Seperti : Nota dan kwitansi. Jika 

kegiatan fisik laporannya dapat dibuat oleh LPMD (lembaga pemberdayaan 

masyarakat desa) maka kegiatan operasional pemerintah desa penyusunan 

laporannya dibuat oleh bendahara desa. Hal ini sesuai dengan sumber informasi 

yang diperoleh.(Putra,2017) 

Menurut Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa 

adalah dana yang bersumber dari anggaran belanja negara dan pendapatan yang 

diberikan kepada desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan, 

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, Pembinaan masyarakat dan juga  

Pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi dana desa berasal dari APBD 

Kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 

10%. Menurut Rusmayanto (2017) Tujuan Alokasi Dana Desa yaitu : 
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a. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian pembangunan sesuai 

dengan potensi desa 

b. Meningkatkan perencanaan dan penggaran pembangunan ditingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat 

c. Menanggulangi kemiskinan dan pengurangan kesenjangan 

d. Meningkatkan infrastruktur desa 

e. Meningkatkan nilai nilai Keagamaan, Sosial, dan budaya 

f. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes dan usaha 

lainnya 

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan 

desa, Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari Tahap Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. 

a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, Sekretaris desa 

menyusun Rancangan peraturan desa berdasarkan RKPDesa tahun 

anggaran yang kemudian menyampaikan rancangan Peraturan desa 

tersebut kepada kepala desa. Setelah kepala desa menerima rancangan 

peraturan desa dan menyetujuinya, Kepala desa menyampaikan rancangan 

peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan 

pembahasan dan Disepakati bersama. 

b. Pelaksanaan  
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Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa penerimaan dan 

pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa sesuai 

dengan kewenangan desa. Seluruh kegiatan keuangan harus dilakukan 

sesuai dengan kewenangan dan melalui layanan perbankan, Kecuali bagi 

desa yang tidak memiliki layanan perbankan maka pengaturannya 

dilakukan pemerintah kabupaten. Seluruh kegiatan penerimaan dan 

pengeluaran harus disertai bukti yang lengkap dan sah. 

c. Pelaporan 

Pelaporan Alokasi Dana Desa dilakukan setiap 4 bulan sekali 

melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan 

masyarakat. Tujuan dilakukannya pelaporan karna pelaporan merupakan 

salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola 

keuangan desa. Pelaporan yang dilakukan dapat digunakan sebagi media 

evaluasi atas pelaksanaan kegiatan desa yang di danai dengan Alokasi 

Dana Desa yang merupakan suatu kewajiban pemerintah desa dalam 

keuangan desa. Bentuk pelaporan kegiatan yang di danai oleh Alokasi 

Dana Desa yaitu laporan SPJ yang diberikan kepada kabupaten dengan 

persetujuan dari kecamatan. Laporan SPJ berisi daftar perencanaan 

program atau kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa hingga bukti 

bukti dokumen dan apapun yang berhubungan dengan program yang 

dibiayai Alokasi Dana Desa. 

d. Pertanggungjawaban  
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Seorang kepala desa harus menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi anggaran setiap akhir tahun kepada Bupati. 

Tujuan dari pembuatan laporan pertanggungjawaban yaitu sebagai bentuk 

kewajiban aparatur desa dalam melaksanakan kewajiban mereka. Laporan 

Realisasi Anggaran berisi tentang Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan.Pembuatan Laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan 

peraturan desa. Pada Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilampiri format Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksaan APBDesa Tahun Anggaran 

berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah yang masuk ke desa. 

2.1.8 Akuntabilitas 

2.1.8.1 Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam suatu 

pemerintahan baik pemerintahan terbesar maupun terkecil seperti pemerintah 

desa. Sebuah pemerintah dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan 

tingkat kesejahteraannya dilihat dari unit yang terkecil yaitu desa. Akuntabilitas 

pemerintah desa adalah sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah 

keuangan seperti APBDes dan Alokasi Dana Desa. 

Menurut Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 

Akuntabilitas adalah keseluruhan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh 
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dari aparatur desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang undangan. 

Cloudia (2017)  Akuntabilitas (accountability) merupakan suatu kewajiban 

untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan 

kinerja dan tindakan seorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada 

pihak yang memiliki wewenang agar dapat meminta keterangan atau pertanggung 

jawaban. 

Menurut Ikhsan (2018) Akuntabilitas berorientasi pada hasil, Mengandung 

makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan 

kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

Menurut Dewi (2018), Akuntabilitas instansi Pemerintah merupakan 

perwujudan kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

dari rencana strategis Pemerintah mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Tujuan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diatur dalam Undang- 

Undang No.6 tahun 2014, yang menyebutkan tujuannya sebagai berikut : (1) 

mengakui dan menghormati desa desa yang ada dengan keberagamannya sebelum 

dan sesudah terbentuknya negara kesatuan republik indonesia (2) memperjelas 

status dan keamanan hukum desa dalam sistem ketatanegaraan negara kesatuan 

republik Indonesia (3) pelestarian dan promosi adat dan kebudayaan 

masyarakatdesa. 
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2.1.8.2 Indikator Akuntabilitas 

Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa beberapa Indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam 

penelitian ini yakni : 

1. Indikator kesesuaian Akuntabilitas penatausahaan  

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 63 menyatakan : 

1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai 

pelaksana fungsi kebendaharaan 

2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum 

3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditutup setiap akhir bulan. 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 64 menyatakan : 

1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas  

a) Buku pembantu bank 

b) Buku pembantu pajak 

c) Buku pembantu panjar 

2) Buku pembantu panjar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas 

desa. 

3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran 

pajak. 
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4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. 

2. Indikator kesesuaian Akuntabilitas pelaporan 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 menyatakan : 

1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 

2) Laporan sebagaimana dimaksdu pada ayat (1)  terdiri dari :  

a) Laporan pelaksanaan APBD dan 

b) Laporan realisasi kegiatan 

3) Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. 

3. Indikator kesesuaian Akuntabilitas pertanggungjawaban 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 menyatakan : 

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi APBD kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap 

akhir tahun anggaran. 

2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhit tahun 

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. 

3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai 

dengan :  
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a. Laporan keuangan, terdiri atas : laporan realisasi APBD dan 

catatan atas laporan keuangan. 

b. Laporan realisasi kegiatan; dan 

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya 

yang masuk ke desa. 

2.1.9 Transparansi 

2.1.9.1 Pengertian Transparansi 

Menurut Wahidahwati dan Sari (2018) Transparansi adalah keterbukaan 

pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dapat 

menambah kepercayaan kepada pemerintah desa atas kinerja pemerintah dalam 

mengelola keuangan desa. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan desa harus diketahui oleh pihak berwenang, Hal ini menuntut kejelasan 

siapa, Berbuat apa, Serta bagaimana pelaksanaanya. Selain itu juga dibutuhkan 

adanya akses yang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatka ninformasi terkait 

keuangan desa dalam laporan pertanggungjawabannya. 

Menurut Setiawan et al (2017) Transparansi adalah suatu dasar yang 

dibangun untuk kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan 

dengan kepentingan publik yang dapat diperoleh oleh pihak yang membutuhkan. 

Hal yang perlu dilakukan oleh setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan 

terhadap banyak orang sebagai bentuk pengawasan awal terhadap sebuah tindakan 

yaitu dengan adanya transparansi yang sangat dibutuhkan dan diwajibkan 

(Syafa’ah,2019). 
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Hanifah dan Praptoyo (2015) menyebutkan bahwa prinsip - prinsip 

transparansi sebagai berikut : 

b. Mekanisme untuk menjamin keterbukaan dan standarisasi semua 

proses pelayanan publik 

c. Mekanisme untuk mendorong penyelidikan publik tentang 

berbagai kebijakan dan layanan publik serta proses internal sektor 

publik 

d. Mekanisme yang menfasilitasi pelaporan ataupun penyebaran 

informasi penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan 

melayani. 

Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu : 

a. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat 

b. Untuk meningkatkan manajemen pengelolaanpemerintah 

c. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik  

2.1.9.2 Indikator Transparansi 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 72 menyatakan : 

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. 

2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : 

a. Laporan realisasi APBD 

b. Laporan realisasi kegiatan 

c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 
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d. Sisa anggaran dan 

e. Alamat pengaduan 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 39 menyatakan : 

1. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBD kepada 

masyarakat melalui media informasi. 

2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : 

a. APB Desa 

b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan 

dan  

c. Alamat pengaduan. 

2.1.10 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini tabel yang berisi penelitian terdahulu mengenai Akuntabilitas 

dan Transparansi Alokasi Dana Desa. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Metode Hasil penelitian 

1 Dwi 

FebriArifiyanto 

(2014) dengan 

judul 
Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desadi 

Kab.Jember 

Mengetahui bagaimana 

implementasi sistem 

akuntabilitaspengelola

an Alokasi dana desa 

di kec. Jember Kab. 

Umbulsari yang 

dimulai dari tahap 

perencanaan,pelaksana

an,dan 

pertanggungjawaban 

Metode 

analisis 

desktiptif 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

Perencanaandan 

Pelaksanaankegiata

n alokasi dana desa 

sudah menunjukan 

pengelolaan 

akuntabeldan 

transparan.darisisi 

akuntabilitas baik 

dari segi fisik 
maupun 
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administrasi 

sudahmenunjukan 

pelaksanaan  

yangakuntabel 
dan trasparan. 

2 Michael Hardi 
Jani (2021) 

dengan judul 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa di Desa 

Bowongkali, 

Kecamatan 

Tabukan 

tengah Provinsi 

Sulawesi Utara 

Menjelaskan dan 

menguraikan secara 

deskriptif bagaimana 

Akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi 

Dana Desa didesa 

Bowongkali apakah 

sudah terlaksana sesuai 

dengan peraturan 

pemerintah yang 

berlaku dalam 

Permendagri No.20 

Tahun 2018. 

Metode 

Deskriptif 

kualitatif 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

tingkatpengelolaan 

keuangan dan 

pelaksanaan 

program di desa 

Bowongkali sudah 

sangat 

Transparandandapa

t 

dipertanggungjawa

bkan, Namun 

adabeberapa 

kendala 

dalamprosespelaksa

naan yang 

kadangMengalami 

keterlambatan 

pencairan dana dari 

pemerintah daerah 
3 Dewi Sartika 

(2018)dengan 

judul 

Akuntabilitas 

dan 

transparansi 

Alokasi Dana 

Desa pada 

NagariLabuah 

gunuang 

Mengetahui 

Akuntabilitas dan 

Transparansi Alokasi 

dana Desa di Nagari 

Labuah 

gunuang,Kecamatan 

Lareh sago halaban, 

Kabupaten Lima Puluh  

Kota, Sumatera Barat. 

MetodeDe
skriptifkua

litatif 
 

Berdasarkan hasil 

penelitiandapat 

disimpulkan 

bahwaAkuntabilitas 

pengelolaandana 

desa yang 

menunjukanbahwa 

untuk 

perencanaandan 

pelaksanaan 

kegiatanADD 

sudahMemperlihatk

anpengelolaan yang 

akuntabel,namun 

masih perlu 

adanyaPelatihan 

dan 
bimbinganTeknis 

kepada 

aparaturnagari 
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khususnya  

bendaharaagar bisa 

menyusun 

laporankekayaan 

milik nagari. 
4 Mirdawan 

Herman 

(2021)Analisis 

Transparansi 

dan 

Akuntabilitas 

Alokasi Dana 

Desa di Desa 

Benteng 

Kecamatan 

Malangke 

Mendeskripsikan 

Transparansi,Akuntabi

litas pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di wilayah 

Desa Benteng 

Kecamatan Malangke 

Metode 

kualitatif 
deskriptif 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

pelaksanaan ADD 

di Desa benteng 

kecamatan 

malangke telah 

menerapkan prinsip 

transparansi dan 

akuntabilitas 

dengan adanya 

spanduk dan papan 

informasiyang 

dipasang oleh 

pemerintah desa 

setiap melakukan 

kegiatan fisik yang 

didanai dari alokasi 

dana desa, namun 

administrasi masih 

belum sepenuhnya 

dilakukan dengan 

sempurna karena 

keterbatasan 

pengetahuan 

sumber daya 

manusia dibidang 

keuangan. 
5 Boyma 

Lamtasari 

Samosir (2021) 

Analisis 

penerapan 

Alokasi Dana 

Desa dalam 

upaya 

peningkatan 

pembangunan 
di desa sibarani 

kecamatan 

Laguboti 

Mengetahui dan 

menganalisis 

penerapan Alokasi 

Dana Desa dalam 

upaya peningkatan 

terhadap pembangunan 

di Desa 

Sibarani,Kecamatan 

Laguboti,Kabupaten 

TobaSamosir 

Metode 

deskriptif 

Berdasarkkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

penerapan alokasi 

dana desa dalam 

upaya peningkatan 

terhadap 

pembangunan di 

desa sibarani sudah 

berjalan sesuai 

peraturan bupati 

Toba samosir No.8 

th.2018,namun 
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Kabupaten 

Toba Samosir 

tidak 

diperuntukkan 

secara keseluruhan 

ke semua bidang 

hal ini disebabkan 

kesejahteraan 

masyarakat yang 

sudah 

meningkatkan 

sertapembangunan 

desa yang sudah 

berjalan dengan 

baik dan jujur   

 

2.1.11 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah penjelasan teoritis antara variabel yang diteliti. 

Dana yang digunakan dalam setiap kegiatan pembangunan desa memerlukan 

biaya yang tidak sedikit. Setiap tahun di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa 

dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk pembangunan desa tersebut. 

Pengalokasian dana desa dari pemerintah daerah itu bersumber dari bagi hasil 

penerimaan pajak daerah, Bagi hasil penerimaan retribusi daerah dan juga bagian 

dana perimbangan keuangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang 

diterima oleh pemerintah kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. 

Menurut Sri Mulyani Indrawati (2017) Pengalokasian dana desa oleh 

Pemerintah Kabupaten untuk Desa bersumber dari dana perimbangan yang 

diterima oleh kabupaten, Minimal 10% dari Dana bagi hasil dan Alokasi Dana 

Umum, Bantuan Keuangan dari APBDProv dan APBDkabupaten, Serta 

sumbangan dan hibah dari pihak ketiga meliputi Hibah Pemerintah Kabupaten, 

Hibah Pemerintah Provinsi, Hibah Pemerintah Pusat, Swasta, dan Hibah lainnya. 
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Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kewajiban 

pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintah serta 

pengelolaan dana desa dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang telah terukur baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. 

Pada tahap transparansi, Pemerintah harus menyampaikan informasi 

seberapa banyak Pendapatan dan pengeluaran desa yang bersumber dari pajak 

danjuga dana transfer agar masyarakat mengetahui dengan jelas. Pada tahap 

Akuntabilitas juga harus memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan 

informasi di balai desa atau pun melalui rapat evaluasi dengan masyarakat dalam 

hal pembangunan desa. Namun hal tersebut belum semaksimal mungkin 

diterapkan oleh Pemerintah Nagari Pangkalan Koto Baru KecamatanPangkalan. 

Alokasi Dana Desa sepenuhnya ditangani oleh pemimpin daerah dan juga 

masyarakat. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti tentang program ini 

karena jika dana dikelola dengan baik dan jujur, Maka hasil pembangunan juga 

terlihat jelas dan juga sebaliknya apabila dalam hal pengelolaan tidak baik dan 

tidak jujur makan pembangunan akan menjadi kacau. Berdasarkan penjelasan 

diatas maka kerangka pemikiran konseptual sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

                                      Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kenagarian Pangkalan Koto baru belum 

Akuntabel dan Transparan. 

 

Pengelolaan Keuangan ADD Nagari 

Pangkalan Koto Baru 

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan 

 

Pelaporan 

 

Pertanggung
jawaban 

 Analisis Akuntabilitas dan 
Transparansi menggunakan 

Permendagri N0.20 Tahun 2018 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan judul yang telah peneliti angkat, Maka penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Menurut Sodik, 

(2015) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih berfokus pada suatu 

masalah secara mendalam daripada masalah untuk penelitian generalisasi. Metode 

penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (indepthanalysis), Yaitu 

mengkaji masalah secara kasus perkasus karena sifat suatu masalah akan berbeda 

dengan sifat dari masalah lainnya. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat lebih mudah 

dalam mengkaji suatu permasalahan pada subjek sehingga menghasilkan data 

deskriptif yang merupakan rincian dari data primer dan sekunder.Penelitian 

deskriptif kualitatif digunakan agardapat lebih mudah mendeskripsikanbagaimana 

subjek dalam mengelola akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Nagari Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota. 

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kenagarian Pangkalan Koto Baru Kabupaten 

Lima Puluh Kota. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa ini karena tingkat 

akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus 

ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya laporan anggaran yang akuntabel dan 

transparan. 
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3.3 Defenisi Variabel Penelitian 

1. Indikator Akuntabilitas Perencanaan 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 menyatakan : 

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran 

berkenaan yang dianggarkan dalam APBD 

2. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD 

berdasarkan RKPD tahun berkenaan dan pedoman penyunan APBD yang 

diatur dengan Peraturan Bupati/walikota setiap tahun 

3. Materi muatan Peraturan Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 paling sedikit memuat : sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKPD, Prinsip penyusunan 

APBD, Kebijakan Penyusunan APBD, Teknis penyusunan APBD dan hal 

khusus lainnya. 

4. Rancangan APBD yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 

rancangan peraturan desa tentang APBD 

 

2. Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 43 Menyatakan :  

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening desa pada bank 

yang ditunjuk Bupati/Walikota. 

2. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh 

pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepada kepala desa dan 

kaur keuangan. 

3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, Rekening 

kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah desa 

dengan spesimen tanda tangan kepada desa dan kaur keuangan. 

 

3. Indikator Akuntabilitas Penatausahaan 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 63 menyatakan : 

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana 

fungsi kebendaharaan 

2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan 

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum 

3. Pencatatan pada buku kas umum sebagimana dimaksud pada ayat 2 

ditutup setiap akhir bulan 
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Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 64 menyatakan : 

1. 
Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri 

atas : Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, dan buku pembantu 

panjar 

2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan 

catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa 

3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan 

catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak 

4. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan 

catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar 

 

4. Indikator Akuntabilitas Pelaporan 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 menyatakan : 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD Semester 

pertama kepada bupati/walikota melalui camat  

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari ; Laporan 

pelaksanaan APBD dan laporan realisasi kegiatan 

3. 
Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 

dengan cara menggambungkan laporan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan 

 

5. Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban 

 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 menyatakan : 

1. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBD Kepada 

Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran 

2. 
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan yang diteteapkan dengan peraturan desa. 

3. 

Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan 

laporan keuangan terdiri atas : Laporan realiasasi APBD dan catatan atas 

laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, Daftar program sektoral, 

Program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa 

 

6. Indikator Transparansi berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 

72 Menyatakan :  
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1. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBD kepada 

masyarakat melalui media informasi 

2. 
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat : 

APBD, Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan 

dan Alamat pengaduan 

 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 39 Menyatakan : 

1. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBD Kepada 

masyarakat melalui media informasi. 

2. 
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat : 

APBD, Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan dan 

Alamat Pengaduan 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

Primer, Yang berarti bahwa data informasi yang mampu dilakukan 

penarikan kesimpulan atas data datatersebut. Padapenelitian ini data 

primer diperoleh melaluiwawancara langsung kepada Wali Nagari, 

Sekretaris, Bendahara yang mana merupakan pihak yang kompeten 

dalam mengelola ADD dengan tujuan untuk mengetahui Akuntabilitas 

dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian 

Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh 

Kota. 

2. Sumber Data 

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, Sumber 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung dan melalui media perantara. Media perantaranya dapat berupa 
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Catatan, Bukti, atau Laporan historis, dan juga Artikel yang telah tersusun 

dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. 

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen dokumen 

bagian pemerintah desa di Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota seperti : Dokumen data 

kependudukan, Struktur organisasi pemerintah desa, Jumlah penduduk, 

Peta wilayah, Anggaran pendapatan dan Belanja desa. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Dokumentasi (documentation) adalah teknik pengumpulan data yang 

berupa dokumen - dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang 

akan dibahas di dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Kenagarian 

Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. 

2. Wawancara (interview) adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan dialog atau Tanya jawab dengan narasumber secara langsung 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang bersangkutan dengan 

topik penelitian yang akan dilakukan. Wawancara yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu dengan Wali Nagari dan masyarakat Kenagarian 

Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis 

yang diperoleh dari hasil wawancara, Dokumentasi serta catatan lapangan yang 
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dilakukan selama penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

sebagai berikut ; 

1. Reduksi data dilakukan melalui jalur terfokus dan dicari menggunakan 

modul yang cocok atau mirip dengan pertanyaan utama yang diajukan 

dalam rumusan pertanyaan. 

2. Penyajian data informasi yang diperoleh yang memiliki hubungan dengan 

rumusan masalah yang akan di jelaskan dahulu setelah itu 

menguhubungkan dengan teori agar dapat menjawab suatu rumusan 

masalah. 

3. Penarikan kesimpulan dari pengumpulan data serta analisis yang sudah 

dilakukan oleh peneliti dan mencari indikasi yang diperoleh dalam proses 

penelitian tersebut sehingga peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan 

dan saran dalam kemajuan pemerintah Nagari Pangkalan Koto Baru. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum objek penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan 

koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara geografis Kenagarian Pangkalan 

memiliki luas wilayah 12.430 Ha atau 712,06 Km
2 

yang berarti 21,23 % dari luas 

wilayah Kabupaten Lima puluh kota yang luasnya 3.354,3 Km
2
. Kenagarian 

Pangkalan Koto Baru memiliki 11 jorongdiantaranya Jorong Sopang, Jorong Pauh 

Anok, Jorong Tiga balai, Jorong Pasar baru, Jorong Pasar usang, Jorong Koto 

Panjang, Jorong Kampung Baru, Jorong Lakuak gadang, Jorong Lubuk Nago, 

Jorong Lubuk Tabuan, Jorong Banjaranah. Kenagarian Pangkalan Koto Baru 

mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Gunuang malintang 

b. Sebelah Timut berbatasan dengan Nagari Manggilang 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Balit 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Alam 

Kenagarian Pangkalan Koto Baru terdiri atas 11 Jorong dengan jumlah kepala 

keluarga (3.080) Berikut daftar nama Jorong Pangkalan Koto baru : 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Jorong Nagari Pangkalan Koto Baru 

 

No. Nama Jorong Jumlah Kepala Keluarga 

1 Banjaranah 409 

2 Kampuang Baru 244 

3 Koto Panjang 148 

4 Lakuak Gadang 163 

5 Lubuak Nago 228 

6 Lubuak Tabuan 159 

7 Pasar Baru 594 

8 Pasar Usang 194 

9 Pauh Anok 335 

10 Sopang 331 

11 Tiga Balai 275 

Jumlah 3.080 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan Koto baru 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pengelompokan Umur dan Jenis 

Kelamin. Penduduk Nagari Pangkalan Koto Baru terdiri dari 3.080 KK dengan 

total jiwa 10.381 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan 

dengan laki – laki dan pengelompokkan umur. 
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Tabel.4.2 

Jumlah Penduduk di Nagari Pangkalan Koto Baru 

 

No. Nama 

Jorong 

Jenis Kelamin Pengelompokan Umur 

Jumlah 

penduduk LK PR 0-15 15-65 65> 

1 Banjaranah 755 681 461 924 51 1.436 

2 kampung 

baru 

401 386 199 553 35 787 

3 Koto 

panjang 

213 225 96 303 39 438 

4 Lakuak 

gadang 

246 254 105 349 46 500 

5 Lubuak 

nago 

418 403 224 559 38 821 

6 Lubuak 

tabuan 

302 263 159 377 29 565 

7 Pasar baru 1.017 1.038 548 1.364 143 2.055 

8 Pasar usang 290 286 125 400 51 576 

9 Pauh anok 532 565 274 758 65 1.097 

10 Sopang 602 542 316 786 42 1.144 

11 Tigo balai 489 473 300 613 49 962 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 

Kepala Desa atau yang disebut Wali Nagari bertugas menyelenggarakan 

urusan pemerintah, Pembangunan, dan kemasyarakatan. Nagari Pangkalan Koto 

Baru memiliki 11 jorong dan Wali Nagari mempunyai wewenang : 

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan bersama BPD 

b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa 

c) Menyusun peraturan desa yang telah disetujui BPD 
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d) Menyiapkan dan menyerahkan rancangan peraturan desa tentang APBD 

untuk dibahas dan ditetapkan dengan BPD 

e) Membina perekonomian desa 

f) Membina kehidupan masyarakat desa 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Nagari Pangkalan 

 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 

Visi merupakan suatu gambaran ideal mengenai keadaan masa depan yang 

diinginkan dengan melihat kebutuhan dan potensi desa. Dalam penyusunan Visi 

Nagari Pangkalan Koto Baru dilakukan dengan pendekatan partisipatif yaitu 

dengan melibatkan pihak pihak yang berkepentingan di nagari seperti Wali 

Nagari, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat nagari pada 

umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama Nagari maka ditetapkan Visi 
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Nagari Pangkalan Koto Baru adalah : ”MEWUJUDKAN LIMA PULUH 

KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM 

KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK, SYARAK BERSANDI 

KITABULLAH” 

Dalam Mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi –misi yang memuat 

sesuatu pernyataan yang harus dilakukan oleh Nagari Pangkalan Koto Baru, 

Begitu pun dalam penyusunan misi menggunakan pendekatan partisipatif dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Nagari Pangkalan Koto Baru. 

Adapun Misi – misi dari Nagari Pangkalan Koto Baru sebagai berikut : 

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya 

saing berlandaskan keimanan 

b) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang 

memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional 

c) Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah 

d) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi 

seutuhnya 

e) Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat 

yang lebih baik. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Pangkalan 

1. Perencanaan  
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Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat 1 menjelaskan terkait 

rencana yang relevan mengenai rencana pendapatan dan belanja pemerintah desa 

untuk tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBD. 

Tabel 4.3 

Indikator Perencanaan berdasarkan Pasal 31 

No. Indikator Hasil wawancara 

Keterangan 

Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1. Perencanaan pengelolaan keuangan 

desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran 

pemerintahan desa pada tahun 

anggaran berkenaan yang 

dianggarkan dalam APBD 

Rencana pengelolaan 

keuanagan desa adalah 

rencana pendapatan dan 

pengeluaran perintah desa 

untuk tahun anggaran yang 

bersangkutan yang 

dianggarkan kedalam 

APBD 

S 

2. Sekretaris desa mengoordinasi 

penyusunan rancangan APBD 

berdasarkan RKPD Tahun berkenaan 

dan pedoman penyusunan APBD 

yang diatur dengan peraturan 

bupati/walikota setiap tahun 

Sekretaris desa nagari 

pangkalan telah menyusun 

Anggaran pendapatan dan 

belanja desa setiap tahun 

sesuai RKPD 

S 

3. Materi muatan peraturan 

bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat 2 paling sedikit 

memuat sinkronisasi kebijakan 

pemerintah daerah kabupaten/kota 

dengan kewenangan desa dan RKPD, 

Prinsip penyusunan APBD, 

Kebijakan peyusunan APBD, Teknis 

penyusunan APBD dan hal khusus 

lainnya. 

Dalam penyusunan RAPD 

nagari pangkalan telah 

berpedoman kepada 

peraturan bupati/walikota 

S 

4. Rancangan APBD yang telah disusun 

merupakan bahan penyusunan 

rancangan peraturan desa tentang 

APBD 

RAPD pada kenagarian 

pangkalan koto baru 

merupakan bagian dari 

rancangan anggaran 

pendapatan desa 

S 

Sumber : Sekretaris Nagari Pangkalan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa yang disajikan pada 

Tabel 4.3 Sekretaris desa pada Kenagarian Pangkalan koto baru telah menyusun 

rancangan peraturan desa berdasarkan RKPD tahun anggaran kemudian 
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menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada wali nagari. Setelah 

wali nagari menerima rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, Wali nagari 

menyampaikan rancangan peraturan desa kepada badan permusyawaratan desa 

untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama. Maka Dengan demikian, 

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas perencanaan pada Kenagarian Pangkalan 

Koto Baru yang dilakukan oleh Sekretaris desa telah sesuai dengan Permendagri 

No.20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan Accountable.  

2. Pelaksanaan 

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa 

pengelolaan keuangan desa yang berhubungan dengan penerimaan maupun 

pengeluaran dilakukan pada rekening kas desa yang telah ditunjuk oleh 

bupati/walikota. 

Tabel 4.4 

Indikator Pelaksanaan berdasarkan Pasal 43 

No. Indikator Hasil wawancara 

Keterangan 

Sesuai (S), 

Tidak Sesuai 

(TS), Belum 

Terjadi (BT) 

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran desa yang 

dilaksanakan melalui rekening kas 

desa pada bank yang ditunjuk 

bupati/walikota. 

Nagari Pangkalan Pada 

pengelolaan keuangan desa 

menggunakan rekening kas 

yang telah ditunjuk bupati 

S 

2. Rekening desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh 

pemerintah desa dengan spesimen 

tanda tangan kepala desa dan kaur 

keuangan. 

Rekening kas desa nagari 

pangkalan dibuat dengan 

tanda tangan wali nagari dan 

kaur keuangan. 

S 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa yang disajikan 

pada Tabel 4.4 Seluruh kegiatan keuangan pada Kenagarian Pangkalan yang 

berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui 

rekening kas desa yang telah ditunjuk bupati dan sesuai dengan kewenangan desa. 

Maka Dengan demikian, Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pelaksanaan 

pada Kenagarian Pangkalan Koto Baru yang dilakukan oleh Bendahara desa telah 

sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan Accountable.  

3. Penatausahaan  

Penatausahaan Nagari Pangkalan Koto Baru secara teknis telah 

berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018.  Hal ini terlihat dengan adanya 

Peraturan Nagri mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Yang 

telah disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Penatausahaan yang dilakukan oleh Nagari Pangkalan Koto Baru yaitu 

melalui pencatatan oleh Bendahara Desa yang meliputi : Buku Kas Umum, Buku 

Pembantu bank, Buku pembantu pajak, dan Buku pembantu panjar yang berfungsi 

untuk membantu pencatatan penerimaan maupun pengeluaran desa. 

Berdasarkan Pernyataan Wali Nagari Pangkalan Koto Baru yang 

bernama Rifdal Laksamano, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan desa pada 

Nagari Pangkalan sudah mengacu pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Hal ini 

juga dijelaskan oleh Bendahara Desa yang mengatakan bahwa Nagari Pangkalan 

Koto Baru sudah mengacu kepada Permendagri No.20 Tahun 2018 dengan 

melakukan pencatatan antara lain Buku kas umum, Buku pembantu bank, Buku 

pembantu pajak, dan juga buku pembantu panjar. 
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Bendahara desa bertugas untuk melakukan pencatatan atas semua 

penerimaan serta pengeluaran dalam buku kas umum desa yang bersifat tunai. 

Sedangkan transaksi pengeluaran maupun penerimaan melalui transfer atau bank 

itu dicatat didalam buku bank. Buku pembantu pajak digunakan oleh bendahara 

desa sebagai pencatatan penerimaan uang atas pungutan pajak, Pengeluaran 

berupa penyetoran pajak ke kas negara, dan juga untuk membantu bendahara desa 

dalam mencocokkan data di Siskeudes dengan rekening bank. Untuk Indikator 

penatausahaan dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 4.6 

Dengan demikian, Maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas 

penatausahaan pada Kenagarian Pangkalan Koto Baru yang dilakukan oleh 

Bendahara desa telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dapat 

dikatakan Accountable.  

Tabel 4.5 

Indikator Penatausahaan berdasarkan Pasal 63 

No. Indikator Hasil Wawancara 

Keterangan 

Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1. 
Penatausahaan keuangan dilakukan 

oleh kaur keuangan sebagai 

pelaksana fungsi kebendaharaan  

Penatausahaan dilakukan oleh 

bendahara desa 
S 

2. 

Penatausahaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 dilakukan 

dengan mencatat setiap penerimaan 

dan pengeluaran dalam buku kas 

umum 

Bendahara desa mencatat 

setiap penerimaan dan 

pengeluaran pada buku kas 

umum 

S 

3. 
Pencatatan pada buku kas umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 

ditutup setiap akhir bulan 

Bendahara desa telah 

melakukan tutup buku tiap 

akhir bulan secara tertib 

S 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 
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Tabel 4.6 

Indikator Penatausahaan berdasarkan Pasal 64 

 

No. Indikator Hasil Wawancara 

Keterangan 

Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1.  Kaur keuangan wajib membuat 

buku pembantu kas umum yang 

terdiri atas : Buku pembantu pajak, 

Buku pembantu bank, dan juga 

Buku pembantu panjar. 

Bendahara desa membuat 

Buku kas umum, Buku 

pembantu bank, Buku 

pembantu pajak, dan Buku 

pembantu panjar. 

S 

2. Buku pembantu bank merupakan 

catatan penerimaan dan 

pengeluaran melalui rekening kas 

desa. 

Buku pembantu bank berguna 

untuk membantu bendahara 

dalam menyamakan antara 

siskeudes dan rekening bank.  

S 

3. Buku pembantu pajak merupakan 

catatan penerimaan potongan pajak 

dan pengeluaran setoran pajak. 

Buku pembantu pajak berguna 

untuk mempermudah 

pencatatan atas pajak. 

S 

4. Buku pembantu panjar merupakan 

catatan pemberian dan 

pertanggungjawaban uang panjar 

Buku pembantu panjar 

berguna untuk mencatat 

pertanggungjawaban uang 

panjar 

S 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 

4. Pelaporan  

Pelaporan Pengelolaan Keuangan desa diatur dalam Permendagri No.20 

Tahun 2018 Pasal 68 yang berbunyi ”Kepala Desa menyampaikan laporan APBD 

Semester pertama paling lambat minggu ke-2 bulan juli tahun berjalan” 

Tabel 4.7 

Indikator Pelaporan 

 

No. Indikator Hasil Wawancara 

Keterangan 

Sesuai (S), 

Tidak Sesuai 

(TS), Belum 

Terjadi (BT) 

1. Kepala desa menyampaikan laporan 

pelaksanakan APBD semester 

pertama kepada Bupati/wali kota 

melalui camat. 

Laporan pelaksanakan APBD 

semester pertama disampaikan 

kepada Bupati melalui Camat 

S 

2. Laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 terdiri dari : Laporan 

pelaksanaan APBD dan laporan 

Laporan realisasi semester 

pertama berupa APBD 
S 
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realisasi kegiatan 

3. Kepala desa menyusun laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 

dengan cara menggabungkan 

seluruh laporan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 56 paling 

lambat minggu kedua bulan juli 

tahun berjalan. 

Laporan realisasi semester 

pertama dilaporkan pada akhir 

bulan juli. 
TS 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendaha desa yang disajikan pada Tabel 

4.7 Laporan Realisasi semester pertama yang berupa Laporan Realisasi APBD 

sudah dilaporkan, Namun terjadi keterlambatan pada pelaporannya dimana nagari 

pangkalan melaporkan laporan realialisasinya pada akhir bulan juli. Hal ini 

disebabkan oleh keterlambatan dari tim pelaksana kegiatan dalam melaporkan 

pelaporan kegiatannya. Dengan demikian, Maka dapat disimpulkan bahwa 

Akuntabilitas Pelaporan Kenagarian Pangakalan Koto Baru dimulai dari laporan 

semester pertama hingga semester akhir belum sepenuhnya sesuai dengan 

Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan Tidak acountable. 

5. Pertanggungjawaban  

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 menyatakan :”Kepala 

Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada 

Bupati/walikota melalui Camat setiap akhit tahun anggaran, Yaitu berupa laporan 

pertanggungjawaban realisasi APBD yang disampaikan paling lambat 3 bulan 

setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan 

desa”. Untuk indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa yang disajikan 

pada Tabel 4.8 dibawah ini dijelaskan bahwa seluruh Laporan 

Pertanggungjawaban yang dilakukan di Kenagarian Pangkalan Koto Baru telah 

sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan telah Accountable. 

Tabel 4.8. 

Indikator Pertanggungjawaban 

 

No. Indikator Hasil Wawancara 

Keterangan 

Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1. Kepala desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban 

realisasi APBD kepada 

bupati/walikota melalui camat 

setiap akhir tahun anggaran 

Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBD 

disampaikan kepada bupati 

setiap akhir tahun anggaran 

oleh Wali Nagari 

S 

2. Laporan pertanggungjawaban 

yang dimaksud pada ayat 1 

disampaikan paling lambat 3 

bulan setelah akhir tahun 

anggaran yang berkenaan yang 

ditetapkan dengan peraturan desa, 

laporan pertanggungjawaban 

disampaikan tertib sesuai 

dengan peraturan desa. S 

3. Peraturan desa sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat 2 disertai 

dengan Laporan keuangan, 

Laporan realisasi kegiatan dan 

juga daftar program sektoral. 

Peraturan desa sudah terdiri 

dari laporan keuangan dan 

juga laporan realisasi kegiatan. 
S 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Pangkalan 

Transparansi merupakan suatu dasar yang dibangun untuk kebebasan 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dapat 

diperoleh oleh pihak yang membutuhkan. Dengan adanya Transparansi dapat 

menjamin kebebasan atau akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintah. 
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Berdasarkan hasil wawancara kepada Bendahara Desa, Secara umum Nagari 

Pangkalan belum sepenuhnya Transparan kepada masyarakat dimana tidak 

terdapatnya informasi mengenai pemasukan maupun pengeluaran pada papan 

informasi dan juga tidak tersediannya website bagi masyarakat yang ingin 

memperoleh data serta informasi. 

Berikut ini adalah papan informasi yang ada di kenagarian pangkalan : 

Gambar 4.2. 

Papan informasi Nagari Pangkalan 

 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 

Tabel 4.9 

Indikator Transparansi Pasal 70 

 

No. Indikator Hasil wawancara 

Keterangan 

Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1. 

Laporan sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 68 dan 

pasal 70 diinformasikan kepada 

masyarakat melalui media 

informasi 

Secara tertulis Laporan 

pertanggungjawaban dan 

laporan realisasi pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa telah 

diinformasikan kepada 

masyarakat, Namun belum 

dapat diakses dengan mudah 

oleh masyarakat karena tidak 

terdapatnya papan informasi 

TS 
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2. 

Informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 paling sedikit memuat 

: laporan realisasi APBD, Laporan 

realisasi kegiatan dan juga 

kegiatan yang belum selesai atau 

tidak terlaksana 

Wali nagari telah melaporkan 

laporan realisasi APBD dan 

juga Laporan realisasi 

kegiatan kepada Bupati 

melalui Camat 

S 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 

Tabel 4.10 

Indikator Transparansi Pasal 39 

 

No. Indikator Hasil Wawancara 

Keterangan 

Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), 

Belum Terjadi 

(BT) 

1. Kepala desa menyampaikan 

informasi mengenai APBD 

kepada masyarakat melalui media 

informasi 

Laporan APBD sudah 

diinformasikan kepada 

masyarakat namun belum 

terdapat media informasi yang 

mudah diakses oleh 

masyarakat seperti website 

TS 

2. Informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 paling sedikit memuat 

APBD dan juga Pelaksanaan 

kegiatan anggaran   

Laporan yang diinformasikan 

telah memuat laporan APBD 

dan juga laporan pelaksaan 

kegiatan anggaran  

S 

Sumber : Bendahara Nagari Pangkalan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara desa yang disajikan 

pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 Tahap Transparansi telah sesuai dengan 

Permendagri No.20 Tahun 2018 Namun  belum terlaksana sepenuhnya. Pada 

Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto baru Kabupaten Lima Puluh 

Kota kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak dapat diakses oleh 

masyarakat dengan mudah karena tidak terdapat informasi pada papan informasi. 

Seharusnya informasi mengenai keuangan desa tersebut dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat dan diinformasikan juga pada papan informasi serta tidak 

terdapatnya website bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lainnya. 
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Dengan demikian, Maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian Pangkalan tidak transparency 

karena belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai Akuntabilitas dan Transparansi 

Alokasi Dana Desa, Maka selanjutnya akan dibahas tentang Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

4.3.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Akuntabilitas Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Nagari 

Pangkalan Koto Baru pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri 

No.20 Tahun 2018. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan 

tata cara pengelolaan Alokasi Dana Desa dimana melalui Tahap Perencanaan, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban. Didalam Tahap 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dibuatlah laporan realisasi, Laporan 

Realisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam 

pengelolaan alokasi dana desa yang dibuat 2X setahun atau setiap semester dalam 

setahun. Namun dalam pelaporannya Nagari Pangkalan koto baru mengalami 

keterlambatan. Keterlambatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBD) semester pertama yang dilaporkan lewat dari bulan yang 

telah ditetapkan didalam Permendagri, Nagari Pangkalan melaporkan laporan 

realisasinya pada akhir bulan juli yang disebabkan oleh keterlambatan dari tim 

pelaksana kegiatan dalam melaporkan pelaporan kegiatannya. 
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Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBD) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap 

alokasi dana desa yang ditujukan kepada masyarakat yang telah memberikan 

amanah agar dalam pengelolaannya dapat lebih transparan dan 

akuntabel.Pengelolaan ADD dapat dilihat pada Perdes (Peraturan Desa). Besaran 

Alokasi Dana Desa di Nagari Pangkalan dari tahun 2019 ke 2020 mengalami 

penurunan sebesar Rp.153.715.648. 

4.3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu : 

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran 

berkenaan yang dianggarkan dalam APBD 

Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 menyatakan bahwa pengelolaan 

keuangan desa yang berupa penerimaan maupun pengeluaran itu dianggarkan 

kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan hasil wawancara 

dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan desa Nagari Pangkalan 

mengenai semua penerimaan maupun pengeluaran itu telah dianggarkan 

kedalam APBD. 

2. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD 

berdasarkan RAPBD tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD 

yang diatur dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun. 
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Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 31 ayat 2 dikatakan bahwa 

Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBD berdasarkan 

RAPBD tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD yang diatur 

dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun. Dan berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan sekretaris desa nagari pangkalan koto baru 

telah menyusun Anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun sesuai 

dengan RKPD. 

3. Materi muatan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 

2 paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKPD, Prinsip penyusunan 

APBD, Kebijakan peyusunan APBD, Teknis penyusunan APBD dan hal 

khusus lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sekretaris desa 

nagari pangkalan koto baru dapat disimpulkan bahwa Dalam penyusunan 

RAPD nagari pangkalan telah berpedoman kepada peraturan bupati/walikota 

4. Rancangan APBD yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 

rancangan peraturan desa tentang APBD 

Berdasarkan Permendagri No.31 Ayat 4 disebutkan bahwa rancangan 

APBD yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan 

desa tentang APBD, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

dengan sekretaris desa nagari pangkalan koto baru RAPD pada kenagarian 
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pangkalan koto baru merupakan bagian dari rancangan anggaran pendapatan 

desa. 

4.3.1.2 Pelaksanaan  

Pelaksanaan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu : 

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank 

yang ditunjuk bupati/walikota. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa nagari Pangkalan 

pada pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari penerimaan maupun 

pengeluaran  telah menggunakan rekening desa yang telah ditunjuk bupati. 

2. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh 

pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur 

keuangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa nagari Pangkalan 

pada Rekening kas desa nagari pangkalan telah dibuat dengan tanda tangan 

wali nagari dan kaur keuangan. 

4.3.1.3 Penatausahaan  

Penatausahaan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu : 

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana 

fungsi kebendaharaan 
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 Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 63 menyatakan bahwa, 

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi 

kebendaharaan yang wajib melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir 

bulan. Kaur keuangan juga wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri 

dari Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, dan Buku pembantu panjar 

yang berfungsi untuk membantu setiap pencatatannya. 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penatausahaan 

pada Nagari Pangkalan Koto Baru telah dilakukan oleh bendahara desa. 

Bendahara Desa melakukan setiap penatausahaan yang meliputi Menerima atau 

menyimpan, Menyetorkan atau membayarkan dan juga 

mempertanggungjawabkan Penerimaan, Pendapatan, dan Pengeluaran desa dalam 

rangka pelaksanaan APBD. 

2. Penatausahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan 

mencatat setiap peneriman dan pengeluaran dalam buku kas umum 

 Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 63, Bendahara desa wajib 

mencatat setiap transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran pada desa ke 

dalam buku kas umum. Bendahara desa juga melakukan pencatatan secara 

kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi secara sistematis. 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap 

pemasukan dan pengeluaran kas selalu dicatat oleh bendahara desa secara 

tertib. Bendahara desa juga bertugas untuk melakukan pencatatan atas semua 

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum desa yang bersifat tunai, 
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Sedangkan transaksi penerimaan maupun pengeluaran melalui transfer atau 

bank itu dicatat didalam buku kas. Buku pembantu pajak digunakan bendahara 

desa sebagai pencatatan penerimaan uang atas pungutan pajak, Pengeluaran 

berupa penyetoran pajak ke kas negara dan juga untuk membantu bendahara 

desa dalam mencocokkan data di Siskeudes dengan rekening bank. 

3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditutup 

setiap akhir bulan. 

 Sesuai Pasal 63 Permendagri No.20 Tahun 2018, Bendahara selalu 

mencatat semua penerimaan maupun pengeluaran kas dan dilakukan tutup 

buku tiap bulan secara aktif. 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bendahara desa 

pada Kenagarian Pangkalan sudah melakukan pencatatan atas penerimaan dan 

pengeluaran kas dan dilakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib 

bersama Wali Nagari meliputi Buku kas umum, Buku pajak, Buku bank dan 

Buku rincian pendapatan.  

4.3.1.4 Pelaporan  

Pelaporan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu : 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama 

kepada Bupati/Wali kota melalui Camat. 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 Tentang pelaporan, 

Kepala desa memiliki kewajiban untuk melaporkan Laporan realisasi APBD 
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(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada Bupati/wali kota melalui camat 

berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala desa 

menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan akhir tahun kepada 

Bupati/Walikota melalui camat. 

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan 

APBD dan laporan realisasi kegiatan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 

2018 Pasal 68 tentang pelaporan menyatakan bahwa laporan realisasi pelaksanaan 

APBD terdiri dari semester pertama dan semester akhir tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi 

semester pertama berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Format 

Laporan Realisasi pelaksanaan APBD semester pertama dan semester akhir tahun 

bentuknya sama yaitu meliputi : Pendapatan (Pendapatan Asli Desa atau Pades, 

Transfer, Lain lain pendapatan Asli Desa yang sah alokasi dari APBN dan APBD, 

dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah) dan Belanja (Belanja pegawai 

atau penghasilan tetap, Belanja barang, dan belanja modal). 

3. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara 

menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling 

lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan 
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Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 tentang laporan realisasi 

APBD dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan semester pertama 

dilaporkan oleh Wali Nagari ke Bupati melalui camat pada akhir bulan hal ini 

disebabkan oleh keterlambatan pada laporan pelaksanaan kegiatan. 

4.3.1.5 Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut : 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 

Kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 menyatakan bahwa Kepala 

desa mempunyai kewajiban untuk melaporan laporan realiasasi APBD semester 

pertama dan laporan semester akhir kepada Bupati/Walikota melalui camat. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kepala desa sudah 

melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhit tahun anggaran. 

2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan 

yang ditetapkan dengan peraturan desa. 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 71 dijelaskan bahwa 

laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan 
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bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan disampaikan paling 

lambat tiga bulan setelah akhir tahun yang telah ditetapkan pada perdes. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan 

pertanggungjawaban telah disampaikan tertib sesuai dengan peraturan desa. 

3. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan laporan 

keuangan, Laporan realisasi kegiatan dan juga daftar program sektoral. 

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 dijelaskan bahwa laporan 

keuangan harus terdiri atas laporan realisasi APBD, Catatan atas laporan 

keuangan, Laporan realisasi kegiatan, Daftar sektoral,  Program Daerah, dan juga 

program lainnya yang masuk ke desa. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

Nagari Pangkalan Koto Baru sudah terdiri dari Laporan realisasi kegiatan, Daftar 

sektoral, Program Daerah, dan juga program lainnya. 

4.3.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Transparansi sangat penting bagi fungsi pemerintah dalam memenuhi 

tanggungjawabnya kepada masyarakat. Mengingat wewenang pemerintah untuk 

membuat segala macam keputusan yang berpengaruh bagi masyarakat maka 

pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap mengenai kegiatan apa saja 

yang sedang dilakukan. 

Wahidahwati dan Sari (2018) menyatakan bahwa transpatansi merupakan 

keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat 



60 

 

 

dapat menambah kepercayaan kepada pemerintah desa atas kinerja pemerintah 

dalam mengelola keuangan desa. Semua kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan desa harus dketahui oleh pihak berwenang, Hal ini 

menuntut kejelasan siapa, Berbuat apa, Bagaimana pelaksanaanya. Selain itu juga 

dibutuhkan adanya akses yang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan 

informasi terkait keuangan desa dalam laporan pertanggungjawabannya. 

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah 

dalam menjalankan tugas dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki wewenang 

dalam mengambil setiap keputusan yang penting dan berdampak bagi masyarakat 

maka pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai setiap 

kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara Nagari Pangkalan telah 

berpedoman pada Permendagri N0.20 Tahun 2018 namun belum terlaksana 

dengan optimal dimana tidak terdapatnya informasi di papan informasi mengenai 

kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dan tidak tersediaanya website 

bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi dan juga tidak adanya 

informasi mengenai kegiatan yang sedang berlangsung.  

Transaparansi dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut : 

1. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68 dan pasal 70 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. 

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 72 menyatakan adanya 

pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh 
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masyarakat melalui papan informasi dan juga tersediannya informasi mengenai 

kegiatan yang sedang dilaksanakan.  

Berdasarkan hasil wawancara Nagari Pangkalan masil belum 

mengoptimalkan transparansi pengelolaan ADD nya karna tidak ada informasi 

mengenai kas masuk maupun kas keluar pada papan informasi dan juga tidak 

adanya informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan atau sedang 

berlangsung. 

2. Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat : 

Laporan realisasi APBD, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum 

selesai, Sisa Anggaran, dan Alamat Pengaduan 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Wali Nagari telah 

melaporkan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa, Laporan realisasi 

kegiatan, Kegiatan yang belum selesai dan juga Sisa anggaran kepada bupati 

melalui camat. Namun pada Alamat Pengaduan Nagari Pangkalan belum 

melaporkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan, Maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Akuntabilitas pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan , Penatausahaan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian 

Pangkalan Koto Baru telah berpedoman dengan Permendagri No.20 Tahun 

2018. Namun pada akuntabilitas Tahap Pelaporan belum diterapkan sesuai 

dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Karena terjadi keterlambatan pada 

pelaporan laporan realisasi Anggaran dan pendapatan belanja desa 

(APBD) semester pertama yang dilaporkan oleh Wali Nagri kepada Bupati 

melalui Camat. 

2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kenagarian Pangkalan 

Koto Baru pada penerapannya belum berpedoman pada Permendagri 

No.20 Tahun 2018 karena adanya keterbatasan masyarakat dalam 

memperoleh informasi mengenai kas masuk dan kas keluar serta tidak 

adanya informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan atau 

sedang berlangsung. 

3. Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa pada Nagari Pangkalan 

Koto Baru belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. 
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5.2 Saran 

1. Diharapkan dalam Akuntabilitas tahap pelaporan, Wali Nagari dapat lebih 

memperhatikan ketepatan waktu dalam pelaporan laporan realisasi APBD 

agar tidak terjadi lagi keterlambatan atas pelaporannya. 

2. Diharapkan dalam Transparansi, Aparatur desa dapat membuat website 

bagi masyarakat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam memperoleh 

informasi. 

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengidentifikasi 

program program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal 

tersebut bertujuan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran 

yang lebih detail mengenai program – program yang direalisasikan di 

desa. 
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